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Ijarah secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau dengan 
imbalan tertentu. Kegiatan sewa menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad 
untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantinya. Dari pengertian ini dapat 
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa adalah pengambilan 
manfaat suatu benda. Salah satu kegiatan sewa menyewa yang ada di Masjid Al 
Furqon Bandar Lampung ini ialah sewa menyewa lahan masjid yang digunakan 
sebagai tempat berdagang.Lahan masjid yang berada dibawah menara disewakan 
oleh oknum sebagai tempat berdagang kepada penyewa. Dalam penyewaan lahan 
masjid ini bersifat illegal karena pihak masjid atau pengurus masjid Al Furqon 
tidak tahu dan memang seharusnya lahan tersebut sudah  tidak diperbolehkan lagi 
untuk tempat berdagang.  
Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana praktik penyewaan lahan 
masjid sebagai tempat berdagang di masjid Al Furqon 2) bagaimana tinjauan 
hukum islam tentang penyewaan lahan masjid sebagai tempat  berdagang. Adapun 
tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui praktik penyewaan lahan masjid 
sebagai tempat berdagang di masjid Al Furqon Bandar Lampung dan untuk 
mengetahui praktik hukum penyewaan lahan masjid sebagai tempat berdagang 
dalam hukum islam di Masjid Al Furqon Bandar Lampung. Penelitian ini 
termasuk penelitian lapangan (field research) yang sifatnya deskriptif analisis 
yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaanserta fenomena yang jelas 
mengenai situasi yang terjadi kemudian di analisis, maka jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik sewa menyewa 
lahan masjid yang digunakan sebagai tempat berdagang di Masjid Al Furqon 
Bandar Lampung ialah pada saat sewa menyewa lahan masjid yang digunakan 
sebagai tempat berdagang dengan menggunakan dua pola penyewaan. Yang 
pertama berada disisi utara penyewaan dianggap legal dan langsung bernegosiasi 
dan yang kedua berada dibawah menara penyewaan dilakukan pada pihak kedua 
dan tidak jelas maka dianggap penyewaan illegal. Dan Masalah uang sewa tempat 
pedagang yang satu dan yang lain tidak sama ada harga yang berbeda. Dalam 
hukum Islam sewa menyewa lahan masjid yang digunakan sebagai tempat 
berdagang tidak sesuai dengan hukum Islam ada yang sesuai dan ada yang tidak 
sesuai, yang sesuai adalah yang menyewa lahan masjid kepada pihak masjid atau 
kepada pengurus masjid karena sudah sesuai dengan ketentuan dan jelas 
terfasilitasi sudah di sediakan oleh pihak masjid beberapa ruko untuk dijadikan 
sebagai tempat berdagang. Dan pedagang yang berada di bawah menara itu tidak 
sesuai dengan ketentuan syara’ atau ketentuan hukum Islam dikarenakan tempat 
berdagang yang berada di bawah menara masjid ini tampak mengandung unsur 
ketidakpastian, ketidakjelasan dari orang yang menyewakan maupun oleh 
penyewa. Jika hal ini terjadi maka pihak penyewa akan mengalami kerugian dan 
dapat merugikan salah satu pihak. sehingga tidak sah sewa menyewa lahan masjid 
tanpa adanya suatu manfaat untuk masjid itu. manfaat obyek sewa tidak dapat 
terpenuhi seperti terjadi bencana yang menyebabkan kerusakan lahan tempat 
berdagang. Oleh karena itu praktik sewa menyewa lahan masjid yang digunakan 
sebagai tempat berdagang di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung alangkah 
baiknya jika tidak dilaksanakan karena lebih banyak mengandung unsur mafsadah 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 
dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
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A. Penjelasan Judul 
Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari 
kesalahpahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini 
dan sebelum melangkah kepada pembahsan selanjutnya, terlebih dahulu 
akan dijelaskan tentang arti atau definisi dari istilah-istilah yang 
terkandung didalam judul, adapun judul skripsi ini adalah: “Tinjauan 
Hukum Islam Tentang Penyewaan Lahan Masjid Sebagai Tempat 
Berdagang”, adapun istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut: 
Tinjauan yaitu hasil meninjau. Pandangan, pendapat sesudah 
menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.
1
 
Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu 
Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang 








Lahan adalah tanah tempat kegiatan atau usaha dilakukan 
(Pertanian, Permukiman) atau tanah garapan.
4
 
                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahsa Indonesia Pusat Bahasa 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1470. 
2
 Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara , 1999), hlm 17. 
3
“ Pengertian Penyewaan” (On-line), tersedia dihttps://typoonline.com/kbbi/penyewaan 





Masjid berasal dari kata kerja sajada dan berubah menjadi nama 
tempat (isim makan). Masjid secara fisik adalah bangunan yang 
merupakan tempat untuk shalat dan sujud serta ingat kepada Allah SWT.
5
 
Tempat berdagang yaitu lahan yang digunakan oleh seseorang atau 
sekelompok orang untuk melakukan transaksi jual beli baik itu jual beli 
makanan , minuman, pakaian dan sebagainya.  
Berdasarkan penjelasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud dengan judul diatas adalah sebagai upaya mengkaji bagaimana 
penyewaan lahan masjid yang digunakan sebagai tempat berdagang di 
masjid al furqon.  
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan 
judul tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif 
Alasan Objektifnya adalah dengan melihat munculnya masalah dalam 
penyewan lahan masjid sebagai tempat berdagang di masjid al furqon, 
penyewaan lahan masjid sebagai tempat berdagang ini sudah sejak 
lama dilakukan. Dalam praktiknya si penjual berdagang di lahan 
masjid dengan membayar sewa lahan tersebut pada salah satu 
pengurus masjid al furqon tersebut. Adapun si penjual yang lain 
berdagang di masjid Al-Furqon yang menyewa dibawah menara 
                                                                                                                                                                      
4
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2008),  h. 793. 
5
 Moh.E. Ayub Muhsin MK, Ramlan Marjoned, manajemen masjid, (Jakarta: Gema 





membayar kepada salah satu pihak yang memiliki tempat untuk 
berdagang. Masalah sewa lahan yang berbeda pembayaran nya dan 
sewaan illegal. Masalah ini penting untuk diteliti. Karena semakin 
banyak masyarakat yang melakukan hal tersebut tanpa mengetahui 
bagaimana sebenarnya hukum yang berlaku dalam Islam jika sewa 
menyewa tersebut di praktikan. 
2. Alasan subjektif 
Ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan 
disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas 
Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 
serta di dukung oleh tersedianya data-data literatur yang dibutuhkan 
dalam penyusunan skripsi kali ini. Maka sangat memungkinkan untuk 
diteliti. 
C. Latar Belakang 
Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. 
Manusia selalu membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi 
kebutuhan hidupnya, maka manusia senantiasa terlibat dalam suatu akad 
atau hubungan muamalah. Salah satu praktik muamalah yang sering 
dilakukan adalah sewa menyewa. Sebagai umat islam sudah sewajarnya 
kita menjalankan praktik muamalah tidak hanya menggunakan rasio akal 
semata, namun tetap memegang teguh ajaran Al-Qur‟an dan Al Hadits. 
Setiap manusia perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup 





bertambah. Oleh karena itu hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi 
keperluan manusia dan membatasi keinginannya hingga memungkinkan 
manusia memperoleh kebutuhannya tanpa memberi mudharat kepada 
orang lain.
6
   
Islam adalah agama yang mudah atau tidak menyulitkan yang 
meliputi segala aspek kehidupan termasuk masalah jual beli dan sewa 
menyewa. Islam sebagai agama yang realistis, artinya hukum Islam tidak 
mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan 
diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan 
dan hukum yang ditetapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, 
negara maupun umat manusia.
7
  
Menurut Yahya Harahap, sewa-menyewa adalah persetujuan antara 
pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan 




Sewa-menyewa dalam bahasa Arab disebut ijarah. Kata ijarah 
yaitu upah atau sewa. Ijarah secara sederhana diartikan dengan transaksi 
manfaat atau dengan imbalan tertentu.
9
 Menurut pengertian hukum islam, 
sewa menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil 
manfaat dengan jalan penggantinya. Dari pengertian ini dapat disimpulkan 
                                                             
6
 Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam  (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 
h.57. 
7
 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 
2012), hlm. 184 
8
 Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 
2002), h. 220. 
9





bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa adalah pengambilan 
manfaat suatu benda. Dan sewa-menyewa telah ada sebelum masa 
Rosulullah swt yang sesuai dengan hadits dibawah ini. 
ََقاَلََسأَل تََُنَ عََ َهِبَََحن ظََلَةَب ِنَقَ ي ٍسَاألَن َصارِىِّ َِكَراِءَاأَلر ِضَبِالذَّ رَاِفَعَب َنََخِديٍجََعن 
ِدَالنَِّبَِّصََ ََكاَنَالنَّاُسَيُ َؤاِجُروَنََعَلىََعه  َا َعَلىََمََلََسََوَََهَِي َلََعَََاللََُلىَََوال َورِِقَفَ َقاَلَاَلَبَأ َسَِبِهَِإَّنَّ
َياَءَِمَنَالزَّر عَِ َداِوِلََوَأش  ِلُكََال َماِذيَانَاِتََوأَق  َباِلَاْلَ  ِلُكَفَ يَ ه  َلُمََهَذاََويَ ه  َلُمََهَذاََوَيس  َهَذاََوَيس 
ٌءََمع ُلوٌمََمض ُموٌنََفلََََهَذاَفَ َلمَ  َهَذاََفِلَذِلَكَُزِجَرََعن ُه.ََفَأمَّاََشى  َِكَراٌءَِإالََّ َلِلنَّاِس َبَأ َسَبِهَََِيُكن 
10(٤٣٠٤)روايةَمسلمَ  
 
Artinya: Diriwayatkan dari Handolah bin Qois Al Anshori bahwa dia 
berkata : “Aku bertanya kepada Rafi‟ bin Khudaij tentang sewa-
menyewa tanah dengan emas dan perak. Maka dia berkata: 
“Tidak apa-apa. Dahulu para manusia saling menyewakan tanah 
pada masa sebelum Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam 
dengan hasil tanah pada bagian yang dekat dengan air dan 
bendungan dan dengan bagian tertentu dari hasil tanam, 
sehingga bagian di sini binasa dan di bagian lain selamat, dan 
bagian ini selamat dan bagian lainnya binasa. Dan manusia tidak 
melakukan sewa menyewa kecuali dengan cara ini. Karena 
itulah hal ini dilarang. adapun sewa menyewa dengan sesuatu 
yang jelas diketahui, maka tidak apa-apa”.  (Riwayat muslim 
hadis no 4034) 
Dari hadist diatas dijelaskan Sewa menyewa memang sudah 
diperbolehkan dari zaman Rasulullah namun harus memiiki manfaat atas 
suatu barang yang di sewakan, Kemanfaatan obyek sewa haruslah barang 
yang dibolehkan dalam agama dan memenuhi syarat seperti :  
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1. Manfaat benda dapat dipahami dan dikenal. 
2. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan sebagaimana 
penyerahan harga (ada serah terima). 
3. Obyek sewa menyewa dapat dimanfaatkan sampai kepada 
masa yang disepakati. 
4. Penyerahan manfaat obyek sewa harus sempurna yakni adanya 




Dan tidak diperbolehkan bilamana sewa menyewa itu tidak jelas 
atau tidak diketahui dengan pasti. 
Dalam skripsi ini, ingin melihat sewaan ilegal dalam konteks 
Hukum Islam nya. permasalahan terdapat pada peraktik penyewaan lahan 
masjid yang digunakan sebagai tempat berdagang di masjid Al-Furqon 
kota Bandar Lampung. Disini, penyewa menyewa lahan masjid sebagai 
tempat berdagang sudah sejak beberapa tahun yang lalu dan membayar 
uang sewa di setiap bulan nya. Pembayaran dilakakukan pada saat 
terjadinya akad. Adapun harga sewa disesuaikan pada saat terjadinya akad, 
sehingga tidak terjadi pengurangan ataupun penambahan harga setelah 
akad. Dalam praktiknya si penjual berdagang di lahan masjid dengan 
membayar sewa lahan tersebut pada salah satu pengurus masjid al furqon 
tersebut. Penyewa membayar uang sewa tempat setiap sebulan sekali. 
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Masalah uang sewa tempat pedagang yang satu dan yang lain tidak sama 
ada harga yang berbeda. Penyewaan lahan masjid yang digunakan sebagai 
tempat berdagang dilahan atas dibayarkan kepda pengurus masjid dan 
penyewaan yang berada di dekat menara memiliki perbedaan. Uang sewa 
lahan yang dibawah menara tidak dibayar kan ke pengurus masjid ataupun 
untuk masjid itu sendiri, tetapi jika kita ingin menyewa lahan tersebut kita 
harus menyewa kepada salah satu pedagang di sana atau pada salah satu 
oknum yang memiliki tempat berdagang tersebut.   
Penyewaan yang terjadi di seputaran Masjid Al-Furqon memiliki 
dua pola yaitu:  Pola yang pertama disisi utara Masjid dengan cara 
penyewa langsung menyewa pada pengurus masjid, oleh karena itu 
penyewaan dianggap legal. Pola kedua posisi di depan masjid Al-Furqon 
di bawah menara, pedagang menyewa lahan pada pihak kedua yang status 
nya tidak jelas oleh karena itu penyewaan ini menurut penulis penyewaan 
illegal.  
Sewa menyewa lahan masjid sebagai tempat berdagang yang disisi 
utara yang memang sudah dibangun seperti ruko-ruko untuk berdagang  
ini pembayaran nya dibayarkan melalui salah satu pengurus masjid. Dalam 
penyewaan lahan tersebut pembayaran dilakukan setiap bulan. Adapun 
yang dibawah menara itu jika ingin menyewa sebagai tempat berdagang di 
sana penyewa membayar uang sewa kepada si pemilik tempat berdagang 





mengetahui dan ikut campur karena tempat tersebut ilegal dan sebenarnya 
tidak diperbolehkan sebagai tempat berdagang oleh pihak masjid dan 
pihak masjidpun tidak menyewakan nya. Apabila dalam jangka waktu 
yang cukup lama ada pihak pedagang yang ingin menyewa lahan masjid 
sebagai tempat berdagang lagi ataupun ada yang ingin mengakhiri maka 
disini nampak adanya unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan dari pihak 
pengurus masjidnya. 
Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penelitian ini akan 
difokuskan pada masalah sewa-menyewa atau penyewaan lahan masjid 
sebagai tempat berdagang di Masjid Al-Furqon kota Bandar Lampung. 
Dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam skripsi dengan judul 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENYEWAAN LAHAN 
MASJID SEBAGAI TEMPAT BERDAGANG (Sudi Pada Masjid Al – 
Furqon Bandar Lampung). 
D. Fokus Penelitian 
Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang tertuang dalam latar belakang 
masalah diatas, maka fokus penelitian penulis adalah sewa menyewa lahan 
masjid sebagai tempat berdagang yang lahan nya disewakan dengan pihak 
yang tidak jelas  di Masjid Al Furqon kota Bandar Lampung. 
E. Rumusan Masalah  
Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, adapun 






1. Bagaimana Praktik Penyewaan Lahan Masjid sebagai tempat 
berdagang di Masjid Al Furqon Bandar Lampung? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Penyewaan Lahan Masjid 
sebagai tempat berdagang?  
F. Tujuan Penelitian 
Setelah di identifikasi terhadap masalah-masalah yang ada, maka 
tujuan dari  penelitian ini sebagai berikut: 
1. Untuk Mengetahui Praktik Penyewaan Lahan Masjid sebagai tempat 
berdagang di Masjid Al Furqon Bandar Lampung. 
2. Untuk Mengetahui Praktik Hukum Penyewaan Lahan Masjid sebagai 
tempat berdagang dalam Hukum Islam. 
G. Signifikansi Penelitian 
1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu 
pengetahuan bagi penulis dan memberikan pemahaman kepada 
masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam ketentuan 
penyewaan lahan untuk tempat berdagang. 
2.  Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas 
Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 





Jenis penelitian ini adalah field research, yaitu suatu penelitian 
yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan 
berkunjung langsung ketempat yang dijadikan objek penelitian.
12
 
Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif 
tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi 
lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya.
13
 Adapun 
yang menjadi subyek penelitian di sini adalah praktik penyewaan lahan 
masjid sebagai tempat berdagang di Masjid Al Furqon Kota Bandar 
Lampung. Selain field research, penelitian ini juga menggunakan 
library research, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan 
metode pengumpulan data dan informasi melalui media cetak atau 
buku-buku untuk memperoleh data penelitiannya. 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang hanya memaparkan 
situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak 
menguji hipotesis atau membuat prediksi. Penelitian deskriptif 
menitikberatkan pada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak 
sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati 
gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variable kemudian 
dilanjutkan dengan analisis berdasarkan hukum Islam.  
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2. Sumber Data Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, 
maka sumber data yang diperlukan di bagi menjadi dua macam, yaitu: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang 
diteliti. Data tersebut bisa di peroleh langsung dari peronel yang diteliti 
dan dapat pula berasal dari lapangan.
14
 Yang diperoleh dari lapangan 
dengan cara wawancara yaitu langsung bertemu para pihak yang 
melakukan akad penyewaan lahan masjid seabagai tempat berdagang. 
Sumber data primer ini diperoleh dari data-data yang tepat dari masjid 
al furqon kota Bandar Lampung sebagai tempat penelitian dan 
pelaksanaannya penelitian tersebut. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan. 
Data skunder bisa di peroleh dari instansi- instansi, perpustakaan 
maupun pihak lainnya. Data sekunder umumnya berupa bukti, buku-
buku, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip 




3. Populasi dan Sampel  
a. Populasi  
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Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian dengan ciri yang 
sama. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri 
dari obyek atau subyek yang ditetapkan untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulan. Populasi juga dapat diartikan 
keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Penelitian ini 
menggunakan penelitian populasi karena semua narasumber 
diambil sebagai sumber data penelitian yaitu 7 pedagang yang 
menyewa di ruko Masjid, 9 pedagang yang menyewa dibwah 
menara, dan 2 orang pengurus Masjid. 
b.  Sampel 
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 
Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk 
menggeneralisasikan hasil penelitian sampel.
16
 Sampel juga dapat 
diartikan sebagian objek pengamatan atau objek penelitian. Dalam 
penelitian adalah 18 orang sebagaimana dalam populasi. Oleh 
karena itu penelitian ini merupakan penelitian populasi. 
4. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi (Pengamatan) 
Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan 
melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 
gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.
17
 Dalam hal 
ini penulis akan mengobservasi praktek penyewaan lahan masjid 
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sebagai tempat berdagang di masjid al furqon kota Bandar 
Lampung. Penelitian ini bertujuan mengetahui keadaan yang ada di 
masyarakat. 
b. Wawancara (Interview) 
Interview atau wawancara adalah sutau percakapan yang 
diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya 
jawab lisan (verbal), dimana dua orang atau lebih berhadap 
hadapan secara fisik.
18
 Untuk memperoleh data, dilakukan 
wawancara dengan orang yang menyewakan, penyewa lahan 
masjid dan pengurus masjid al furqon di kota Bandar Lampung. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 
yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen 
rapat dan sebagainya.
19
 Adapun yang menjadi buku utama penulis 
dalam mengumpulkan data adalah buku-buku Fiqh serta dokumen-
dokumen yang penulis peroleh di lapangan. 
5. Metode Pengolahan Data  
Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, 
mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-
benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta 
berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan 
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Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan, maka 
penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: 
a. Editing adalah pemeriksaan kembali data yang telah dikumpulkan 
dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut 
cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.
21
 
b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan 
penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
22
 
c. Interprestasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk 
menganalisis dan menarik kesimpulan.
23
 
d. Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan 
bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan 
berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.
24
 
6. Analisa Data  
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
disesuaikan dengan kajian penelitian dengan menggunakan metode 
kualitatif. Maksudnya ialah bahwa analisis ini bertujuan untuk 
mengetahui tentang sewa menyewa lahan masjid sebagai tempat 
berdagang. 
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Sedangkan metode berfikir skripsi menggunakan metode 
induktif, yaitu pengembangan konsep yang di dasarkan atas data yang 
ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteks 
nya. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang 
berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ada. Hasil 
analisisnya dituangkan di bab-bab yang telah dirumuskan dalam 
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BAB II  
KAJIAN TEORI 
A. Hukum Islam Tentang Akad 
1. Pengertian Akad  




Perkataan al –„aqd mengacu terjadinya dua perjanjian atau 
lebih, maksudnya ialah seseorang yang mengadakan sebuah 
perjanjian yang kemudian ada orang lain yang menyetujui janji 
tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan 
dengan janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara 
yang satu dengan yang lain.
2
 
Menurut bahasa, akad ialah Ar-rabbth (ikatan) yang 
mempunyai dua pengertian yaitu merupakan makna asal akad yang 




Akad juga berasal dari bahasa arab yang artinya mengikat 
menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserap 
kedalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjiankontrak.
4
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Mempunyai makna tali yang memikat kedua pihak, sedangkan 
menurut istilah akad memiliki dua maknayaitu: 
1). Secara khusus akad adalahIjab dan Qabul yang melahirkan hak 
dantanggung jawab terhadap objek akad (ma-aqud‟alaih), ijab 
dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak 
melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut 
dengan pihak pertama. Sedangkan qabul adalah “pernyataan atau 
ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasa disebut 
pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab”.
5
 Dengan 
demikian setiap pihak yang ingin mengikatkan diri dalam sebuah 
akad disebut dengan mujib dan pihak lain setelah ijab disebut 
qabil.
6
 Makna khusus ini yang dipilih oleh Hanafiyah, pada 
umumnya istilah akad berarti ijab dan qabul atau serah terima 
barang atau objek dalam bermuamalah.
7
 
2). Secara umum akad adalah “Setiap perilaku yang melahirkan 
ataumengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak baik itu 
bersumberdari satu pihak ataupun dua pihak. definisi di atas ialah 
menurut Malikiyah, Syafi‟iyah, Hanabilah. Istilah akad ini sinonim 
dengan istilah iltizam (kewajiban).”
8
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Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad Ju‟alah dalam Multilevel Marketing”Al-
Adalah, Vol. XII No. 2 h. 180. (On-Line) tersedia di: https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1856 
(2 Agustus 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
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 “Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara 
ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara‟ yang menimbulkan 
akibat hukum terhadap objeknya.Akad berarti berkaitan dengan 
ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan 
qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang 
diisyaratkandan berpengaruh terhadap sesuatu seperti 
berpindahnya kepemilikan serta manfaat dari suatu barang.”
9
 
Sedangkan menurut para ahli, akad di definisikan sebagai berikut: 
Hasbi Ash-Shiddieqy 
Mengemukakan bahwa akad adalah perikatan antara ijab 




Muhammad Aziz HakimMengemukakan bahwa akad adalah 
gabungan atau penyatuan daripenawaran (ijab) dan penerimaan 
(qabul) yang sah sesuai dengan hukum Islam. Ijab adalah 
penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan 
dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.
11
 
Berdasarkan makna akad sebagaimana mestinya, maka jual 
beli, sewa menyewa dan semua akad muawadhah lainnya serta 
nikah juga dinamakan dengan akad, karena setiap pihak 
berkomitmen serta memiliki tanggung jawab serta mempunyai hak 
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dan kewajibannya dari akad yang telah terjalin.
12
Akad adalah suatu 
ikatan atau kesepakatan yang mengunci antara pihakpertama dan 
pihak kedua terhadap suatu transaksi yang dibenarkan olehsyar‟i 
yang meliputi subyek atau pihak-pihak, objek, dan ijab qabul. 
2. Dasar Hukum Akad 
1. Al – Qur’an 
Akad memiliki dasar hukum berdasarkan Firman Allah 
SWT Surat Al-Maidah ayat 2 : 
                       
                          
                     
                   
                           
Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikandan takwadan jangan tolong-menolong dalam berbuat 
dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 





3. Rukun dan Syarat Akad 
1). Rukun Akad 
Pengertian fuqaha‟ rukun ialah asas, sendi atau tiang yaitu sesuatu 
yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila 
ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu itu termasuk di 
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dalam pekerjan itu. Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu 
perbuatan yang sengaja dibuat oleh “Dua orang atau lebih 
berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua 
belah pihak haq dan iltijam yang di wujudkan oleh akad.”
14
 
Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut: 
a) Aqid 
Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing 
pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa 
orang, misalnya penjual dan pembeli beras dipasar biasanya 
masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk 
memberikansesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri 
dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang 
orang yang memiliki haq (aqid ashli) dan terkadang 
merupakan wakil dari yang memiliki haq.
15
 
b). Sighat al „Aqd 
Sighat al „Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang 
pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang 
akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan 
pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul 
dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu 
dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam 
membeli sesuatuterkadang tidak berhadapan atau ungkapan 
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yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan 
akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli 
mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima 
majalah tersebut dari kantor pos.
16
 
c). Ma‟qud „Alaih 
Ma‟qud „alaih ialah setiap benda yang menjadi objek akad, 
sepertibenda-benda yang dijual dalam akad jual beli, benda 
dalam akad hibah, benda dalam akad gadai dan utang yang 
dijamin seseorang dalam akadkafalah Diantara syaratnya 
ialah: 
(1) Objek akad harus ada ketika akad sedang berlangsung, atau 
ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan 
kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 
(2) Objek akad termasuk barang yang diperbolehkan. 
(3) Objek akad harus jelas kelihatan sehingga tidak 
menimbulkan kesamaran dan penipuan serta perselisihan di 
kemudian hari, baik sifat, warna, bentuk maupun 
kualitasnya. 
(4) Objek akad dapat diserahterimakan atau ditunda sesuai 
dengan kesepakatan. 
Objek akad dimiliki penuh oleh pemiliknya.
17
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d). Maudhu‟ al‟Aqd 
Maudhu‟ al‟Aqd adalah tujuan atau maksud mengadakan 
akad.Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. 
Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah : 
“Memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan 
diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang 
dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa 
ada pengganti (i‟iwadh). Tujuan pokok akad ijarah adalah 
memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan 
pokok ijarah adalah memberikan manfaat dari seseorang 
kepada yang lain tanpa ada pengganti”.
18
 
2).  Syarat Akad 
Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu 
yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain. 
Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang melekat 
pada unsur-unsur pembentuk terjadinya sebuah akad yang 
ditentukan syara‟ yang wajib disempurnakan.
19
Syarat akad 
secara luas dibagi menjadi dua yaitu : 
Yang pertama adalah syarat-syarat yang bersifat umum yaitu, 
syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. 
Yang kedua adalah syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-
syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat 
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khusus ini juga bisa disebut dengan syarat idhafi (tambahan) 
yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti 
syarat adanya saksi dalam pernikahan.
20
 
Berikut ini adalah syarat-syarat akad baik yang bersifat umum 
ataupun  yang bersifat khusus: 
a) Syarat-syarat yang bersifat umum yaitu : 
(1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak(ahli). 
Tidak sah akad orang yang tidak cakapbertindak, seperti 
orang gila, orang yang berada dibawah pengampunan 
(mahjur) dan karena boros. 
(2) Yang dijadikan objek akad dapat menerimahukumnya. 
(3) Akad itu diijinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orangyang 
mempunyai hak melakukannyawalaupun dia bukan aqid 
yang memiliki barang. 
(4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara‟,seperti 
jual beli mulasamah (saling merasakan). 
(5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila 
rahn (gadai) dianggap sebagai timbangan amanah 
(kepercayaan). 
(6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadiqabul. 
Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya 
sebelum qabul maka batallahijabnya. 





(7) Ijab dan qabul mesti bersambung, “sehingga bila seseorang 
yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka 
ijab tersebut menjadi batal.”
21
 
b) Syarat-syarat yang bersifat khusus yaitu : 
(1) Syarat ta‟liqiyah adalah syarat yang harus disertakan ketika 
akad berlangsung bila syarat itu tidak ada maka akad pun 
tidak terjadi. Misal, penjualan tanah berlaku jika disetujui 
oleh orangtuanya. 
(2) Syarat taqyid adalah “syarat yang belum dipenuhinamun 
akad telah terjadi dengan sempurna danhanya 
dibebankanoleh salah satu pihak.” Misal jual beli motor 
dengan ongkos kirim kerumah pembeli dibebankan kepada 
penjual. 
(3) Syarat idhafahialah syarat yang sifatnyamenangguhkan 
pelaksanaan akad. Contoh ketika menyewakan rumah dua 
bulan yang akan datang.
22
 
Beberapa unsur akad yang kemudian dikenal sebagai rukun 
akad memerlukan syarat agar dapat terbentuk dan mengikat 
antar pihak, diantaranya yaitu: 
a) Syarat terbentuknya akad 
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     Dalam hukum Islam syarat terbentunya akad dikenal dengan 
nama al-syuruth al-in‟iqad, syarat ini terkait dengan sesuatu 
yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad yaitu: 
(1) Pihak yang berakad (aqidain), disyaratkan tamyiz dan 
berbilang. 
(2) Shighat akad (pernyataan dalam kehendak) adanyakesesuain 
ijabdan qabulnya dilakukan dalam suatumajlis akad. 
(3) Objek akad dapat diserahkan, “Dapat ditentukan dandapat 
ditransaksikan (dapat dikuasai dan dimiliki)” Jika ada suatu 
akad seperti jual beli tapi objek akadtidak bisa dikuasai 
seperti burung yang ada diudaraatau ikan yang ada di laut 
maka akadnya tidak sah. 
(4) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syari‟at Islam.23 
b) Syarat keabsahan akad 
Syarat keabsahan akad adalah “syarat tambahan yangdapat 
mengabsahkan akad setelah syarat in‟iqad tersebu tterpenuhi” 
Setelah rukun akad terpenuhi beserta beberapa persyaratannya 
yang menjadikan akad terbentuk, makaakad sudah terwujud. 
Akan tetapi ia belum dipandang sah jika tidak memenuhi syarat-
syarat tambahan yang terkait dengn rukun-rukun akad, yaitu: 
(1) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas,tanpa ada 
tekanan dari pihak-pihak tertentu. 





(2) Pernyataan akad tidak menimbulkan madharat. 
(3) Bebas dari gharar (tipuan).24 
c) Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (al-syurut annafadz) 
Syarat tersebut adalah syarat yang diperlukan bagiakad agar 
akad tersebut dapat dilaksanakan akibathukumnya. Syarat-syarat 
itu adalah: 
(1) Adanya kewenangan mutlak atas objek akad. 
(2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yangdilakukan.25 
d) Syarat mengikat (al-syarth al-luzum) 
“Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan 
beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan 
diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat 






  4. Tujuan Akad  
Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. 
Tujuan akad ini ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu : 
yang pertama, bersifat objektif dan yang kedua, menentukan jenis 
tindakan hukum.  
Tujuan akad merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum dalam 
pengertian bahwa ia membentuk sasaran hukum ,baik dilihat dari 
sudut pandang ekonomi maupun sudut pandang sosial, yang 
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hendak diwujudkan oleh tindakan hukum bersangkutan. Sementara 
itu, “Khalid „Abdullah „Id menyatakan tujuan akad (al-maqshad al-
ashli li al-„aqd) ini sesungguhnya merupakan kausa perjanjian 
dalam hukum Islam dengan melihat kaitan erat antara tujuan akad 
tersebut dengan objek akad (mahall al-„aqd). 
Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa batalnya akad 
adalah karena tidak terpenuhinya tujuan akad.
27
 
 5. Macam-macam Akad 
 Akad terbagi menjadi berbagai macam menurut sudut pandang 
yang berbeda : 
  1). Akad shahih 
Akad Shahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan 
Syarat-syaratnya.Hukum dari akad shahih ini adalah 
“berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu 
dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad”.
28
 
Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam, akad shahih dibagi 
menjadi beberapa bagian yaitu : 
(1) Akad shahih yang nafidz adalah akad yang keluar dari orang 
yang memiliki legalitas dan kuasa untuk mengeluarkannya, 
baik kuasa langsung atau melalui perwalian seperti akad 
yang dibuat oleh seorang yang berakal dan bijak terhadap 
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dirinya dalam mengatur hartanya, atau akad yang dibuat 
oleh pemberi wasiat atau wali kepada orang yang naqish 
(belum mumayyiz secara sempurna) atau diakadkan oleh 
orang yang mendapat perwakilan dari seseorang dengan cara 
yang sah. Hukumnya, mempunyai pengaruh terhadap 
apayang diakadkan tanpa harus menunggu pembenaran dari 
seseorang. 
(2) Akad shahih yang mauquf adalah yang keluar dari pihak 
yang memiliki kemampuan untuk berakad namun tidak 
memiliki wewenang untuk melakukannya, seperti akad yang 
keluar dari fudhulli (orang yang menyibukkan dirinya 
dengan yang tidak perlu atau dari anak kecil yang 
mummayiz dan yang sama hukumnya jika akad tersebut 
tidak memerlukan pendapat wali, atau pemberi wasiat). 
Hukumnya, akad ini batal seperti tidak pernah ada. 
Akad shahih dibagi menjadi dua dari segi wajib dan 
tidaknya : 
(1). Akad Lazim Akad lazim adalah akad shahih yang nafidz 
(dilaksanakan secara langsung).Satu pihak yang berakad 
tidak mmpunyai hak fasakh (membatalkan dan 
melepaskannya). Akad ini terbagi kepada:
29
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(a) Akad lazim yang tidak bisa dibatalkan sama sekali 
walaupun kedua belah pihak sepakat untuk 
membatalkannya, seperti akad nikah. 
(b) Akad lazim yang bisa dibatalkan jika kedua belah pihak 
yang berakad berniat begitu, seperti akad jual beli, sewa 
menyewa, muzara‟ah, menaqosah dan shulhu 
(perdamaian). 
(2). Akad yang tidak lazim (ghair lazim) 
Akad ghair lazim adalah akad yang mana kedua belah pihak 
memiliki hak untuk membatalkan dengan cara fasakh tanpa 
harus menunggu kerelaan pihak lain. Contohnya, akad 
titipan, peminjaman, dan hadiah. 
  2). Akad Ghairu Shahih 
Akad Ghairu Shahih adalah “akad yang terdapat kekurangan 
padarukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat 
hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak 
yang berakad”.
30
Menurut ulama Hanafiyah, akad batil adalah 
akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang 
dibatalkan, seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang 
yang bukan golongan ahli akad, seperti gila, dan lain-
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lain.Adapun akad fasid adalah akad yang memenuhi 
persyaratan dan rukun, tetapi dilarang syara‟.
31
 
3) Akad dilihat dari segi dilarang atau tidaknya 
a) Akad masyru‟ adalah akad yang dibenarkan oleh syara‟untuk 
dibuatdan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad 
jual beli dansewa-menyewa. 
b) Akad terlarang adalah akad yang “Dilarang oleh syara‟ untuk 




4) Akad dilihat berdasarkan tujuan dan alasan dilaksanakannya suatu 
akad. 
       Berdasarkan tujuan dan alasan dilaksanakannya akad, maka 
akad diklasifikasikan kepada enam, yaitu: 
a) Akad kepemilikan („uqud at-tamlikat/acquiring of ownership), 
contohnya adalah jual beli, sewa menyewa, valas (sharf). 
b) Akad melepaskan hak („uqud al-isqathat/release), contohnya 
adalah melepaskan hak tanggungan atas utang (al-ibra‟) dan 
menarik diri dari hak syuf‟ah. 
c) Akad pemberi izin („uqud al-ithlaqat/permissions), contohnya 
adalah wakalah (memberikan kuasa) dan melantik pegawai (at-
tauliyah). 
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d) Akad pembatasan („uqud al-taqdiyat/restrictions), contohnya 
adalah larangan yang diberikan oleh hakim terhadap orang 
muflis (pailit) untuk bertindak ata harta yang dipailitkan. 
e) Akad kepercayaaan („uqud al-tausiqat/security), ialah akad 
yang dimaksudkan untuk menjamin utang atau memberikan 
penjaminan terhadap piutang, contohnya adalah akad rahn, 
kafalah, dan hawalah. 
f) Akad kerja sama(„uqud al-isytiraq/patnership), contohnya 
adalah akad musyarakah, muzara‟ah, musaqah. 
g) Akad penjagaan atau simpanan („uqud al-hifdh/safe custody), 
ialah akad yang dimaksudkan untuk menjaga keselamatan atas 
barang yang dititipkan, misalnya akad wadi‟ah dan wakalah.
33
 
5) Akad menurut jenis dan dampaknya. 
Setiap akad memiliki dampak tertentu yang mengikutinya. 
Dampakini adalah tujuan pelaku akad dalam mengadakan sebuah 
akad. Tujuan dariadanya akad adakalanya memiliki tujuan lebih 
dari satu, sehingga memiliki lebih dari satu klasifikasi.
34
 Adapun 
klasifikasi akad tersebut yaitu: 
a) Akad pengalihan kepemilikan (uqud at-tamlik), yaitu akad 
yangbertujuan mengalihkan kepemilikan barang atau manfaat 
denganatau tanpa ganti, seperti akad jual beli, sewa dan 
muzara‟ah. 
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b) Pengguguran (isqathat), yaitu akad yang dimaksudkan untuk 
menggugurkan hak manusia. Jika pengguguran tanpa disertai 
ganti disebut isqath mahdhah (pengguguran murni), dan jika 
disertai gantidisebut isqath (pengguguran) yang dimaknai tukar 
menukar, seperti akad memerdekakan budak dan perceraian 
yang dilakukan oleh istri dengan membayar kompensasi dari 
cerainya. 
c) Akad penyerahan („uqud at-tafwidh wa ithlaq), yaitu akad yang 
memuat penyerahan kepada orang lain dan memberikan kuasa 
nya untuk melakukan suatu pekerjaan yang tadinya terlarang 
sebelum penyerahan ini, seperti wakalah dan izin kepada anak 
kecil melakukan sebagian aktifitas jual beli.
35
 
d) Akad pembatasan (taqdiyat), yaitu akad yang 
tasharufnyadimaksudkan untuk mencegah seseorang dari 
tasharruf yang sebelumnya dibolehkan baginya, seperti 
memberhentikan pengelolawakaf dan penerima wasiat. 
e) Akad pemberian kepercayaan („uqud at-tautsiqat), yaitu akad 
yang tujuannya adalah memberikan jaminan pada orang yang 
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f) Akad syirkah(„uqud asy-syirkah), yaitu akad yang bertujuan 
melakukan kerjasama dalam pekerjaan dan laba, seperti 
mudharabah dan muzara‟ah. 
g) Akad penjagaan („uqud al-hifzhi), yaitu akad yang 
bertujuanmenjaga harta, seperti akad wadi‟ah.
37
 
6) Akad dilihat dari segi tukar menukar hak 
a) Akad mua‟awadhah, adalah akad-akad yang berlaku atas dasar 
timbal balik, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. 
b) Akad tabarruat, adalah akad-akad berdasarkan pemberian 
danpertolongan, seperti hibah dan pinjaman. 
c) Akad yang mengandung tabarru‟ pada permulaan tetapi 




7) Akad dari segi pengaruhnya 
a) Akad Munjaz (Akad tanpa syarat) 
Akad munjaz adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa 
memberi batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan 
suatu syarat.Akad seperti ini dihargai syara‟ sehingga 
menimbulkan dampak hukum. 
b) Akad Mudhaf‟ila mustaqbal 
Akad Mudhaf‟ila mustaqbal yaitu akad yang disandarkan 
kepada waktu yang akan datang. Jika suatu akad tidak 
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dilaksanakan seketika, maka ada dua kemungkinan, yakni 
bersandar kepada waktu mendatang atau bergantung bergantung 
atas adanya syarat. Akad yang besandar kepada waktu yang 




c) Akad Mu‟allaq 
Akad Mu‟allaq adalah akad yang digantung atas adanya syarat 
tertentu.Akad dipandang terjadi dengan bergantung kepada 
adanya syarat tertentu dan syarat tersebut terpenuhi.Kedudukan 
hukum atas akad muallaq ini, yaitu bahwa akad ini dianggap sah 
atau telah terjadi akad, pada saat terpenuhinya syarat yang 
dibuat. Namun akad muallaq ini dianggap tidak sah akadnya, 
apabila syarat tersebut diantara lain berupa meghalangi 
terlaksananya rukun dengan sebaik-baiknya. 
  6. Berakhirnya Akad  
Berakhirnya ikatan yang mengikat antara yang berakad ini 
terjadi karena sesudah adanya akad.Tidak mungkin terjadi berakhir 
atau putusnya akad sebelum terjadinya akad. Dan akad yang batal 
adalah akad yang sama sekali tidak putus adalah akad yang sudah 
sah adanya kemudian putus, baik dengan kehendak ataupun tidak. 
Apabila akad itu dirusakkan dengan kemauan sendiri dinamakan 
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  Biasanya dalam suatu perjanjian telah ditentukan saat 
kapan perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan 
berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis 




Akad yang mengikat seperti akad jual beli dan akad ijarah cara 
membatalkannya sama dengan mengakadkannya, yaitu harus 
dengan persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan kedua belah 
pihak ini mempunyai dua gambaran yaitu memperhatikan 
kepentingan orang-orang yang berakad itu sendiri yang kemudian 
berakibat masing-masing pihak kembali kepada keadaan seperti 
“sebelum berakad dan memperhatikan kepentingan orang ketiga 
untuk melindungi haknya dari tindakan-tindakan yang dilakukan 
oleh kedua belah pihak.”
42
 
Menurut Ulama Fiqh, akad dapat berakhir seperti : 
 a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki 
tenggangwaktu. 
b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu 
sifatnyatidak mengikat. 
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c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap 
berakhirjika: 
1) Fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau 
syarattidak terpenuhi. 
2) Berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau yang lainnya. 
3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. 
4) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna. 
d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. 
Dalam hubungan ini ulama fiqih menyatakan bahwa tidak 
semuaakad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak 
yangmelaksanakan akad. Akad yang bias berakhir karena wafatnya 
salah satu pihak yang berakad diantaranya adalah akad upah 




B. Hukum Islam Tentang Sewa menyewa (al-Ijarah) 
1. Pengertian Sewa-menyewa (Ijarah) 
Pengertian sewa menyewa menurut bahasa (etimologi), 
sewa menyewa berarti Al-„iwadl (belum ditulis arab) yang artinya 
ganti dan upah (imbalan).
44
 
 Dan pengertian sewa menyewa menurut istilah bahasa Arab adalah 
“al-ijarah, yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.”
45
Ijarah 
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secara sedehana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa 
dengan imbalan tertentu.
46
 Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa 




   Secara istilah para ulama mendefinisikan sewa menyewa 
sebagai berikut adalah : 
1) Menurut Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikanijarah ialah: 
فعبعوضعقدعلمنا  
“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”.
48
 
2) Menurut ulama Hanafiyah, sewa menyewa adalah :  
ةٍ  ْعُلوممم عمٍة مم فم ن ْ ِْلُك مم ْقُصْودمٍة ِمنم اْلعمْْيِ  ُعْقُد يُِفْيُد َتم مم
اِجرمٍةِبعمْوِض.اْلُمْستم   
“akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui 
dan disengaja dari zat yang di sewa dengan imbalan”.
49
 
3) Menurut Syaik syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, sewa 
menyewa adalah: 
ْقُصْودمٍة قما  ٍة مم ْعُلْومم عمٍة مم فم ن ْ ِة بِلمُة لِلبمْذِل ومْااِل بم عمْقُد عملمى مم احم
ِض وم ْضعا  ِبعموم
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“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk 




4) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, sewa menyewa adalah : 
ْوُضْوعمًة اْلُمبما دملمِة عم  عمِة ُعْقُد مم فم ن ْ ٍة َممُْدْودمٍة امْى لمى مم الشْيِئ ِبُدَّ
منماِفِع.
ٍض فمِهيم ب مْيُغ امل ا ِبِعوم ِْلْيُكهم  َتم
“Akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, 




Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 
bahwa sewa menyewa adalah memberikan sesuatu barang atau 
benda kepada orang lain untuk di ambil manfaatnya dengan 
perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang 
menyewakan dan orang yang menerima, dimana orang yang 
menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai 
bayaran atas penggunaan manfaat barang atau benda tersebut 
dengan rukun dan syarat-syarat tertentu. 
 
 
2. Dasar Hukum Sewa menyewa 
Dasar-dasar hukum sewa menyewa (Ijarah) adalah Al-Qur‟an, Al-
Sunnah dan Al-Ijma‟. 
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1) Landasar Al-Qur‟an 
a) Firman Allah dalam surat al-Zukhruf ayat 32 yang 
berbunyi: 
                  
                      
                     
    
 Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat 
Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka 
penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami 
telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang 
lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu 
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. 
 
b) Firman Allah dalam surat al-Qashash ayat 26-27 yang 
berbunyi : 
                             
                            
                          
        
 
Artinya : “Salah seorang dari dua orang wanita itu berkata: 
Ambilah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena 
sesungguhnya orang yang paling baik kamu ambil untuk 
40 
 
bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkata 
ia (Nabi Syuaib): Sesungguhnya aku bermaksud 
menikahkan kamudengan salah seorang dari dua anakku ini 
atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun 
dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka hal itu adalah 
suatu kebijakan darimu dan aku tidak bermaksud 
memberatkan kamu dan insyaallah kamu akan 
mendapatkan aku termasuk kedalam orang-orang yang 
baik”. 
c) Firman Allah dalam surat Al-Thalaq ayat 6 yang berbunyi 
yaitu : 
                      
                     
                              
Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 
bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah 
kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 
mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) 
itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka 
nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 
menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah 
kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara 
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kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu 
menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh 
menyusukan (anak itu) untuknya”. 
2) Landasan As-Sunnah 
a) Hadist riwayat Ibnu Majah 
 
فم ُعرُقُةُ أم  رمامْجرمامُه ق مْبلم امْن َّيَِّ ُعطُو ااالمِجي ْ  
“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum 
keringatnya kering” 
 
b) Hadist riwayat bukhari dari Aisyah yang berbunyi : 
 
الً ِمْن بمِِن ِدْيِل  رمالنَِّبم ص.م. : ومامبُ ْو بمْكِر رمجم وماْستماْءجم
ار قُ رمْيٍش فاامدِ ى نماُه فمدم ف معمااِلمْيِو يأم خريتاومُىوم عملمى ِدْين ُكفَّ ءممم
ا ُه غما رمالل عمدم ا وموم ْيِهمم ثُ ْورِب مْعدم ثمالمثم لميماِل فمأم تما ُُهما رماِحلمت م
ا. ْيِهمم  ب مرم ا ِحلمت م
 
“Rasulullah dan Abu Bakar pernah  menyewa seorang dari 
Bani al-Dil sebagai penunjuk jalan yang ahli dan orang 
tersebut beragama yang dianut oleh orang-orang kafir 
Quraisy. Mereka berdua memberikan kepada orang tersebut 
kendaraannya dan menjanjikan kepada orang tersebut 
supaya dikembalikan sesudah tiga malam dia Gua Tsur”. 
  
3) Landasan Ijma‟ 
Mengenai diperbolehkannya sewa menyewa, semua 
ulamabersepakat bahwa sewa menyewa diperbolehkan. “Tidak 
seorang ulamapun yang membantah kesepakatan (ijma‟) ini, 
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sekalipun ada beberapaorang diantara mereka yang berbeda 
pendapat, akan tetapi hal itu tidaksignifikan.”
52
 
Dengan tiga dasar hukum yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan 
Ijma' maka hukum diperbolehkannya sewa menyewa sangat 
kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber 
penggalian hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar di 
atas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu 
diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia 
senantiasa terbentuk pada keterbatasan dan kekurangan.
53
 
3. Rukun dan Syarat Sewa menyewa (Ijarah) 
1. Rukun sewa menyewa (Ijarah) 
Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah rukun ijarah adalah 
ijab dan qabul,Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara 
dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. Ijab 
adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang 
yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam 
mengadakan akad. Qabul adalah “kata yang keluar dari pihak 
yang lain sesudah adanya ijab untuk menerangkan 
persetujuannya”.
54
 Dan anatara lain menggunakan kalimat :al-
ijarah, al-isti‟jar dan al-ikra. 
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Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah. h. 27. 
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Adapun menurut Jumhur ulama, rukun ijarah ada empat 
yaitu : 
1. Aqaid (orang yang akad) 
2. Shighat akad 
3. Ujrah (upah) 
4. Manfaat  
2. Syarat-syarat sewa menyewa  
Syarat Ijarah terdiri empat macam, sebagaimana syarat 
dalam jual-beli, yaitu syarat al-inqad (terjadinya akad), syarat 




1. Syarat Terjadinya Akad 
Syarat in “inqad (terjadinya akad) berkaitan dengan 
aqaid, zat akad dan tempat akad. 
Sebagaimana telah dijelaskan, menurut ulama 
hanafiyah “ akad ijarah anak mumayyiz, dipandang sah bila 
telah diizinkan walinya. 
Ulama Hanabilah dan Syafi‟iyah mensyaratkan 
orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, 
sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan 
akad. 
2. Syarat Pelaksanaan ( an-nafadz) 
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Agar ijarah terlaksana,  barang harus dimiliki oleh 
„aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad 
(ahliah). Dengan demikian, Ijarah al-fudhul (ijarah yang 
dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau 
tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan 
adanya ijarah. 
3. Syarat Sah ijarah  
a) Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad.  
Syarat ini didasarkan Firman Allah SWT. 
                        
                          
Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu saling memakai harta sesamamu dengan jalan 
yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang 




b) Ma‟qud „Alaih bermanfaat dengan jelas 
Di antara cara untuk mengetahui ma‟qud „alaih 
(barang) adalah menjelaskan manfaatnya, pembatasan 
waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas 
pekerjaan atau jasa seseorang. 
4. Syarat barang sewaan (Ma‟qud „alaih) 









Sewa menyewa dipandang sah jika memenuhi syarat-syarat 
yaitu : 
1. Objek sewa menyewa harus jelas manfaatnya 
Barang yang disewa itu perlu diketahui mutu dan 
keadaannya demikian juga mengenai jangka waktunya, 
misalnya sebulan, setahun bahkan lebih. “Pernyataan ini 
dikemukakan oleh fuqoha berlandaskan kepada mashlahah, 




2. Objek sewa menyewa haruslah terpenuhi 
Dengan demikian sesuatu yang diakadkan haruslah 
sesuatu yang sesuai dengan kenyataan (realitas), bukan 
sesuatu yang tidak berwujud dengan sifat yang gharar, 




3. Objek sewa menyewa haruslah barang yang halal 
Islam tidak membenarkan sewa menyewa atau 
perburuhan yang terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang 
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4. Pembayaran (uang) harus bernilai dan jelas 
 Jumlah pembayaran sewa menyewa haruslah 
dirundingkan terlebih dahulu, atau kedua belah pihak 




4. Macam-macam Sewa menyewa 
Menurut objeknya macam-macam ijarah, para ulama fiqih 
membagi akad ijarah menjadi dua macam yaitu seabagai berikut: 
1. Ijarah bil, amal, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan 
atau jasa.Ijarah yang bersifat pekerjaan atau jasa ialah dengan 
cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu 
perkerjaan. ijarah ini menghimpun terhadap perbuatan atau 
tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah. 
Ijarah ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang 
dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang 
dilakukannya. Menurut para ulama fiqih, ijarah jenis ini 
hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti 
buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. 
Ijarah seperti ini terbagi menjadi dua yaitu seabagai berikut: 








1) Ijarah yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang 
pembanturumah tangga. 
2) Ijarah yang bersifat terikat yaitu, seseorang atau 
sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan 
orang banyak, seperti tukangsepatu, buruh pabrik dan 
tukang jahit. 
2. Ijarah bil manfaat/ijarah ain, yaitu sewa-menyewa yang 
bersifat manfaat yakni ijarah yang berhubungan dengan 
penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat 
dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda 
tersebut, baik benda bergerak, seperti menyewa kendaraan 
maupu benda tidak bergerak, seperti sewa rumah. Ijarah yang 
bersifat manfaat contohnya adalah: 
1) Sewa-menyewa rumah 
2) Sewa-menyewa toko 
3) Sewa-menyewa kendaraan 
4) Sewa-menyewa pakaian 
5) Sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain 
Apabila manfaat dalam penyewaan sesuatu barang merupakan 
manfaaat yang dibolehkan syara‟ untuk dipergunakan, maka para 
ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-
48 
 
menyewa. Sedangkan dilihat berdasarkan sifatnya macam-macam 
ijarah,dibagi oleh ulama fiqh menjadi dua macam, yaitu:
62
 
1. Bersifat manfaat 
a) Manfaat dari objek akad harus diketahui secara jelas, hal ini 
dapatdilakukan misalnya dengan memeriksa atau pemilik 
membarikan informasi secara transparan tentang kualitas 
manfaat barang. 
b) Objek ijarah dapat diserah terimakan secara langsung dan 
tidak mengandung cacat yang dapat menghalangi 
fungsinya. Tidak dibolehkan akad ijarah atas harta benda 
yang masih dalam penguasaan pihak ketiga. 
c) Objek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan syara‟ 
misalnya menyewakan rumah untuk maksiat, menyewakan 
VCD porno danlain-lain. 
d) Objek persewaan harus manfaat langsung dari sebuah 
benda.Misalnya menyewakan mobil untuk dikendarai, 
rumah untukditempati. Tidak diperbolehkan menyewakan 
mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati. Tidak 
diperbolehkan menyewakan tumbuhan yang diambil 
buahnya, sapi untuk diambil susunya dan sebagainya. 
e) Harta benda harus bersifat isti‟maliy, yakni harta benda 
yang dapat dimanfaatkan berulang-ulang tanpa 
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mengakibatkan kerusakan bagidzat dan pengurangan 
sifatnya. 
2. Bersifat pekerjaan 
Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara 
mempekerjaan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah 
semacam ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a) Perbuatan itu harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis 
pekerjaannya misalnya, menjaga rumah sehari, seminggu, 
sebulan harus ditentukan. Pendek kata dalam hal ijarah 
pekerjaan, diharuskan adanya uraian pekerjaan. Tidak 
diperbolehkan mempekerjakan seseorang dengan periode 
tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. 
b) Pekerjaan yang menjadi objek ijarah tidak boleh berupa 
pekerjaanyang seharusnya dilakukan atau telah menjadi 
kewajiban musta‟jirseperti membayar hutang, mengembalikan 
pinjaman dan lain-lain. 
Sehubungan dengan prinsip ini mengenai ijarah mu‟adzin, 
imamdan pengajar Al-Qur‟an, menurut fuqaha Hanafiah dan 
Hanabilah tidaksah. Alasan mereka perbuatan tersebut 
merupakan taqarrub (pendeketandiri) kepada Allah. Akan 
tetapi menurut Imam Malik dan Imam Syafi‟Imelakukan ijarah 
dalam hal-hal tersebut boleh. Karena berlaku kepadapekerjaan 
yang jelas dan bukan merupakan kewajiban pribadi. 
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5. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa menyewa 
Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan 
perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam 
perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian, karena termasuk 
perjanjian timbal balik. Bahkan, jika salah satu pihak (pihak yang 
menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa 
menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi objek 
perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu 
pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli 
waris. Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian 
sewa menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang 
diadakan sebelumnya. Namun demikian, tidak menutup 
kemungkinan pembatalan perjanjian (pasakh) oleh salah satu pihak 
jika ada alasan dan dasar yang kuat. 
Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan 
“perjanjian yang lazim membolehkan adanya fasakh pada salah 
satu pihak karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila 
di dapati hal-hal yang mengakibatkan atau yang mewajibkankan 
fasakh”.
63
 Ijarah akan menjadi (fasakh) batal apabila terdapat hal-
hal sebagai berikut : 
1) Terjadinya cacat pada barang sewaan 
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Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian 
sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di 
tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah 
diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena 
penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan 
penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang 
menyewakan dapat memintakan pembatalan.
64
 
2) Rusaknya barang yang di sewa 
Apabila barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa 
mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak 
dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, 
misalnya terbakarnya rumah yang menjadi obyek sewa,
65
 dan 
demikian juga jika hewan yang menjadi obyek sewa mati maka 
akan berakhir masa sewanya.
66
 
3) Masa sewa menyewa telah habis 
Maksudnya jika apa yang menjadi tujuan sewa menyewa 
“telah tercapaiatau masa perjanjian sewa menyewa telah 
berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para 
pihak, maka akad sewa menyewa berakhir”
67
 Namun jika 
terdapat uzur yang mencegah fasakh, seperti jika masa sewa 
menyewa tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman 
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dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa 
selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini 
dimaksudkan untuk mencegah adanya kerugian pada pihak 
penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum 
waktunya.
68
 Namun apabila dalam akad sewa menyewa salah 
satu pihak baik penyewa maupun pemilik mengalami musibah 
yaitu kematian, maka akad sewa menyewa sebelum masa sewa 




4) Adanya uzur 
“Maksudnya uzur adalah sesuatu halangan sehingga 
perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana 
mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk 
berdagang kemudian barang dagangannya musnah 
terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko 
tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat 
membatalkan perjanjian sewa menyewa yang telah 




Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat 
dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa-menyewa 
ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang 
disewanya. Tetapi bagi barang-barang tertentu seperti rumah, 
hewan dan barang lainnya karena musibah, maka akan 
berakhir masa sewanya kalau terjadi kehancuran.
71
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C. TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti mendeskripsikan beberapa 
penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul 
skripsi ini yaitu: 
1.  Peneliti Belleana Holy Rose (2019), Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan 
Dagang Di RestArea Perspektif Hukum Islam“(Studi Kasus Di Rest Area 
Wates Kecamatan Gadingrejo KabupatenPringsewu).” Hasil penelitiannya 
menunjukan, 
1) Pelaksanaan sewa menyewa (Ijarah) lahan di Rest Area Wates 
Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu antara penyewa dan 
yang menyewakan lahan Diskoperindag (Dinas Koperasi Usaha 
kecil menegah, perindustrian, Dagang) diawali dengan kesepakatan 
dan kerelaan pada pihak untuk melakukan perjanjian sewa 
menyewa lahan secara tertulis, dimana pihak Diskoperindag 
menyewakan lahan kepada pihak pedagang untuk diambil 
manfaatnya dengan biaya sewa yang dibayar perbulan. Namun 
pada sewa menyewa di rest area Wates Kecamatan Gadingrejo 
Kabupaten Pringsewu tidak dijelasakan kapan berakhirnya waktu 
sewa menyewa. 
2) Pelaksanaan sewa menyewa (Ijarah) lahan di Rest Area Wates 
KecamatanGadingrejo Kabupaten Pringsewu tidak memenuhi 
rukun dan syarat dalam akad sewa menyewa. Dijelaskan pada 
rukun ijarah bahwa dalam perjanjian sewa menyewa harus 
54 
 
dijelaskan kapan waktu berakhirnya sewa menyewa tersebut, dan 
pihak penyewa juga tidak dapat memanfaatkan lahan yang 
disewakan secara maksimal walaupun pihak penyewa sudah 
membayar uang sewa dan dalam Islam dijelaskan apabila 




2. peneliti Rizki Sapitri (2018), “Tinjauan Hukum Islam Tentang 
MenyewakanKembali Rumah Sewaan”(Studi Pada Kontrakan Rumah di 
Kelurahan Tanjungkarang), Hasil penelitiannya menunjukan. 
1) Dalam prakteknya yang dilakukan penyewaan rumah yang 
disewakan kembali dalam bentuk kos-kosan itu, penyewa sudah 
meminta izin kepada pemilik rumah agar rumah yang dia sewa 
dapat disewakan kembali dalam bentuk kos-kosan. Tidak ada 
tambahan biaya dalam penyewaan tersebut tapisudah ditentukan 
harga penyewaan tersebut diawal perjanjian penyewaan akaditu. 
Sedangkan dalam teorinya menurut Suwahrawardi K. Lubis jika 
seseorang menyewakan rumah dibolehkan untuk memanfaatkan 
nya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau dengan 
orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada 
orang lain. 
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2) Pelaksanaan menyewakan kembali rumah sewaan yang terjadi 
pada kontrakan rumah di Kelurahan Tanjungkarang tidak jauh 
berbeda dengan pelaksanaan sewa-menyewa pada umumnya. Sewa 
menyewakan kembali rumah sewaan yang terjadi pada kontrakan 
rumah di Kelurahan Tanjungkarang merupakan suatu akad sewa-
menyewa terhadap manfaat suatu barang/benda yang telah 
ditentukan manfaatnya dengan imbalan yang telah disepakati oleh 
keduanya. Dengan demikian dalam Islam, akad sewa manfaat 
seperti ini termasuk dalam kategori Ijarah (sewa-menyewa) dan 
dalam hal ini hukumnya sah atau diperbolehkan.
73
 
3. Penelitian Ali Nur Huda (2015) yang berjudul “Analisis Hukum Islam 
terhadap Perhitungan Ganti Rugi Kelebihan Waktu dalam Perjanjian 
Sewa Menyewa Lahan Pertanian (Studi Kasus di Desa Glagah Kulon, 
Dawe, Kudus)”. Hasil penelitian menunjukan  
1) Pelaksanan perjanjian sewa menyewa lahan pertanian di Desa Glagah, 
Dawe, Kudus dilakukan dengan pemilik pertanian menawarkan lahannya 
kepada penyewa atau sebalikya penyewa mendatangi pemilik lahan 
pertanian untuk menyewa lahan pertanian dan kedua selanjutnya 
melakukan transaksi waktu sewa lahan pertanian baik secara tahunan 
maupun musiman kemudian terjadi kesepakatan harga.  
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2) Praktik perhitungan ganti rugi kelebihan waktu dalam perjanjian sewa 
menyewa lahan pertanian di Desa Glagah Kulon, Dewe, Kudus biasanya 
dilakukan dengan kesepakatan presentase pembagian antara pemiliklahan 
pertanian dan penyewa ketika ada kelebihan waktu dalam sewatahunan 
sedangkan tanaman menunggu beberapa waktu untuk di panen,namun ada 
juga yang menentukan adalah pemilik lahan pertanian karena 
ketidakberdayaan penyewa terhadap surat perjanjian yang telah ditanda 
tangani, terkadang juga pemilik yang menentukan ketika perjanjian 
dilakukan hanya secara lisan dan penyewa ngotot yang palingbenar. 
Namun secara keseluruhan jumlah presentase pembagian banyak 
dilakukan dengan melakukan banyak kesepakatan bersama. Pandangan 
Hukum Islam terhadap perhitungan ganti rugi kelebihan waktu dalam 
perjanjian sewa menyewa lahan pertanian di Desa Glagah Kulon, Dewe, 




Meskipun pada dasarnya judul-judul skripsi diatas memiliki 
permasalahan yang hampir sama, namun substansi penelitian yang 
diajukan berbeda. Pada judul skripsi ini peneliti mencoba mencari 
pandangan hukum Islam terhadap penyewaan lahan masjid sebagai tempat 
berdagang dilihat dari aspek manfaat obyek sewa dan sistem 
penyewaannya dalam hukum islam. 
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Selain ituobyek penelitian skripsi ini juga berbeda dengan relevansi 
diatas, skripsi ini berfokus di Masjid Al-Furqon kota Bandar Lampung, 
dalam pelaksanaan akadnya memiliki banyak perbedaan dengan relevansi 
diatas tersebut. 
Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa judul 
skripsi yang diajukan oleh penulis memiliki substansi yang berbeda 
dengankarya-karya ilmiah yang telah ada. Oleh karena itu, permasalahan 
penyewaan lahan masjid sebagai tempat berdagang di Masjid Al-Furqon 
Kota Bandar Lampung sangat menarik dan layak untuk diteliti. 
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